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Abstrak 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi 

masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran yang semakin canggih dari metode konvensional 

menuju pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip maqashid 

syariah dalam sistem pembayaran digital pada platform e-commerce di Indonesia, serta menilai sejauh 

mana mekanisme pembayaran tersebut memenuhi tujuan syariah seperti perlindungan harta, keamanan 

transaksi, transparansi, dan etika dalam bermuamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal 

ilmiah, laporan resmi, regulasi, dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking mengalami pertumbuhan pesat 

seiring meningkatnya akses internet dan dukungan regulasi Bank Indonesia serta OJK. Dalam 

perspektif maqashid syariah, penerapan nilai hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-din, dan hifz al-aql 

tercermin melalui penerapan sistem keamanan berlapis, transparansi akad, perlindungan data pribadi, 

serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat 

tantangan yang perlu diatasi, antara lain rendahnya literasi syariah masyarakat, risiko keamanan digital, 

dan kebutuhan penguatan regulasi serta pengawasan syariah yang adaptif terhadap perkembangan 

teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam sistem pembayaran 

digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman, etis, dan berkelanjutan sesuai 

nilai-nilai Islam. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator, pelaku industri, dan 

pengguna dalam memperkuat kepatuhan syariah pada transaksi digital di masa mendatang. 

Kata Kunci: Pembayaran digital; Maqashid Syariah; E-commerce; Keuangan Syariah; Fintech 

 

Abstract 

The development of digital technology has brought significant changes to people's economic activities, 

including in payment systems, which have become increasingly sophisticated, moving from 

conventional methods to digital payments. This study aims to examine the implementation of maqashid 

sharia principles in digital payment systems on e-commerce platforms in Indonesia and to assess the 

extent to which these payment mechanisms fulfill sharia objectives such as asset protection, transaction 

security, transparency, and ethics in muamalah. This study uses a descriptive qualitative method with 

a normative and empirical approach through a literature study sourced from scientific journals, official 

reports, regulations, and related references. The results show that the use of digital payment systems 

such as QRIS, e-wallets, and mobile banking has experienced rapid growth in line with increased 

internet access and regulatory support from Bank Indonesia and the OJK. From the perspective of 

maqashid syariah, the application of the values of hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-din, and hifz al-aql 

is reflected through the implementation of a multi-layered security system, transparency of contracts, 

protection of personal data, and compliance with applicable sharia principles and fatwas. However, 

there are still challenges that need to be overcome, including low sharia literacy among the public, 

digital security risks, and the need to strengthen regulations and sharia supervision that are adaptive 

to technological developments. This study concludes that the integration of sharia maqashid in digital 

payment systems is very important to create a secure, ethical, and sustainable transaction ecosystem in 

accordance with Islamic values. The findings of this study have implications for regulators, industry 

players, and users in strengthening sharia compliance in digital transactions in the future. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia melakukan aktivitas ekonomi. Proses 

digitalisasi telah mengubah pola interaksi ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem 

modern berbasis teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membutuhkan 

sistem pembayaran yang lebih efisien dan mudah, khususnya pada industri keuangan. 

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) adalah salah satu wujud nyata dari transformasi 

yang telah terjadi dalam industri keuangan karena kemajuan teknologi digital, yang telah 

menghasilkan inovasi yang memungkinkan orang lebih mudah mendapatkan layanan finansial 

(Rofifati et al. 2025). 

Bank Indonesia telah menerapkan program pembayaran digital yang dikenal sebagai 

GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) sejak tahun 2014. Bank Indonesia telah melakukan 

inovasi untuk membuat transaksi keuangan digital elektronik berbasis QR Code, yang dapat 

digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Sejak 1 Januari 2020, masyarakat Indonesia dapat 

menggunakan QR Code melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, mobile banking, atau 

dompet elektronik (Reksi, Agustiani, and Hasanah 2025). 

Platform pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan GoPay, Cash On 

Delivery dan platform lainnya, menunjukkan perubahan besar dalam cara orang Indonesia 

melakukan transaksi ekonomi (Jannah, Ulya, and Novianti 2025). Teknologi digital telah 

mengubah cara transaksi keuangan dari sistem konvensional ke sistem yang lebih efisien, dan 

modern. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi, tetapi juga 

membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, termasuk di area yang sebelumnya sulit 

dijangkau oleh layanan konvensional (Muthia Putri Ramadhani Arasy Hasan Rini Ririnjani and 

Lisnawati 2025). Kemajuan teknologi ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi 

secara praktis dan aman. Mereka juga memenuhi kewajiban mereka sebagai Muslim untuk 

menjaga amanah dalam setiap transaksi. Dengan perkembangan ini, ada kemungkinan besar 

bahwa prinsip-prinsip syariah akan dimasukkan ke dalam sistem pembayaran digital, 

mendukung pembentukan ekosistem keuangan yang lebih moral dan tanggung jawab 

(Sahrullah 2023). 

Namun demikian, ada banyak kesulitan saat menerapkan sistem ini, terutama untuk 

memastikan bahwa seluruh proses dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah. Sangat 

penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis online, khususnya melalui 

maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam, untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi 

tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Tujuan penerapan 

maqashid syariah dalam transaksi digital adalah untuk menjaga keberkahan dan keadilan, 

sehingga transaksi tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara yang menguntungkan secara 

finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam (Wahyuni, Sri, 

Asmuni Asmuni 2023). 

Dalam perspektif Islam, perubahan ini memberikan peluang untuk melaksanakan kegiatan 

muamalah lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut menjadi 

tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi 

ke dalam transaksi ekonomi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Antara tantangan 

tersebut adalah kompleksitas algoritma, transparansi, dan pengawasan yang memadai untuk 

menghindari gharar, riba, dan dlarar yang dilarang dalam ekonomi Islam (Anjelina and Muzan 

2025). Selain itu, sentralisasi sistem yang terlalu besar dan kurangnya regulasi yang adaptif 

dapat menyebabkan ketimpangan dan penyimpangan moral, sehingga diperlukan kerangka 

pengawasan syariah yang ketat dan inventif. Jadi, agar manfaat teknologi dapat dirasakan 

secara adil dan berkelanjutan sesuai maqashid syariah, adalah penting untuk mengatasi 
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tantangan penting untuk memastikan sistem pembayaran digital sesuai dengan prinsip syariah 

(Arifin, Zainal Fanani dan Bustanul 2025). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Salvia and Malahayatie 2023) tentang bagaimana 

prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam konteks sistem pembayaran digital ini 

masih terbatas. Sementara etika dan prinsip syariah belum banyak dipelajari, sebagian besar 

penelitian fokus pada aspek teknis dan ekonomi e-commerce. Menurut (Ferliadi 2025), regulasi 

yang didasarkan pada maqashid syariah diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang 

adil, terbuka, dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip maqashid 

syariah dapat diterapkan secara efisien dalam konteks pembayaran digital pada platform e-

commerce dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan literatur 

review. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

umumnya. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif 

deskriptif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena dangan mengumpulkan data 

fakta yang berbentuk narasi, kata-kata, atau gambar dan pengalaman subjek penelitian. Peneliti 

sering menggunakan metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang progres 

terbaru dalam bidang tertentu, meningkatkan pemahaman lebih lanjut tentang subjek 

penelitian, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu.  

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data utaa yaitu, data primer yang diperoleh melalui 

wawancara, dan data sekunder (kepustakaan) yang diperoleh dari laporan keuangan, jurnal 

akademik, buku, peraturan bank Indonesia, serta Fatwa DSN-MUI dan sumber-sumber lainnya. 

Penulis menggunakan studi literatur review untuk mencari dan memperoleh sumber informasi. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teknologi 

pembayaran digital yang memastikan bahwa perusahaan e-commerce yang menjalankan 

transaksi sesuai dengan syariat Islam. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN  

Kondisi dan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia 

Digitalisasi telah masuk dengan cepat ke Indonesia dan berdampak pada semua sektor 

perekonomian, termasuk sektor keuangan. Berbagai komponen utama sistem pembayaran 

digital Indonesia termasuk aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, dan aturan dan 

peraturan yang mengatur penggunaannya. Adanya sistem pembayaran digital seperti e-

commerce memudahkan dan melindungi transaksi serta memungkinkan pembelian barang atau 

jasa melalui internet. Penggunaan QRIS, e-wallet, mobile banking, dan fintech juga semakin 

meningkat pesat. 

Indonesia menunjukkan pertumbuhan e-commerce yang luar biasa dalam empat tahun 

terakhir, dengan pertumbuhan 500% dan transaksi mencapai 27 miliar dolar AS, atau 391 

triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat akan akses 

internet, yang telah meningkat dari sekitar 175 juta pengguna sebelum pandemi menjadi sekitar 

210 juta pengguna pada tahun ini. Selain itu, aplikasi pembayaran digital seperti OVO, DANA, 

GO-PAY, dan QRIS telah berkembang dan populer di Indonesia, memberikan kemudahan 

transaksi online. Sistem pembayaran digital ini berbeda dengan sistem pembayaran 

konvensional yang menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. (Sahrullah 2023) 

Bank Indonesia memainkan peran penting sebagai regulator dan pengawas sistem 

pembayaran di Indonesia, termasuk memastikan transaksi aman dan menghindari penipuan. 

Mereka mengatur infrastruktur seperti ATM, kartu debit, dan internet banking, serta 
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memberikan izin kepada organisasi yang ingin bergabung dengan sistem pembayaran. Dengan 

menggunakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, kebijakan dan visi Bank 

Indonesia bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, 

memperkuat hubungan fintech dan perbankan, dan memastikan bahwa perlindungan konsumen 

dan inovasi seimbang. (Ningsih et al. 2025) 

Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong pergeseran sistem pembayaran dari 

uang tunai ke pembayaran elektronik yang semakin canggih, seperti sistem setelmen elektronik 

dan pengiriman uang secara real-time seperti BI-RTGS dan BI-LINE. Penggunaan uang 

elektronik, dompet digital, dan platform pembayaran berbasis fintech meningkat didukung dari 

peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

mendukung inovasi dan perlindungan konsumen (Anjelina and Muzan 2025). 

Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia 

menunjukkan tren positif, didukung oleh regulasi yang ketat dan inovasi teknologi yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. 

 

Analisis Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Pembayaran Digital 

Untuk memastikan bahwa produk dan praktik e-commerce benar-benar sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam, penerapan Maqashid Syariah sangat penting dalam e-commerce. Secara 

umum, Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam sektor e-commerce sepeti, hifz al-nafs 

(Perlindungan Jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-din (perlindungan Agama), hifz 

al-aql (perlindungan akal) dan aspek lainnya dengan praktek nyata platform digital. Platform 

berbasis syariah menerapkan standar lebih ketat dalam transparansi, kejujuran, serta 

penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba. Regulasi fintech berbasis syariah yang 

memerlukan audit kepatuhan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

memastikan bahwa produk dan layanan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk 

larangan riba, gharar, dan maysir. Ini membantu menjaga integritas syariah dalam inovasi 

keuangan kontemporer (Washil 2024). 

Menurut (Tinggi, Islam, and Sepuh 2020), melalui penerapan maqashid syariah, yang 

mencakup aspek keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak. Marketplace Shopee berusaha 

menerapkan prinsip syari'ah pada platform e-commerce khususnya, untuk mencapai maslahah. 

Namun, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti perlindungan harta 

penjual dan pembeli. Di Indonesia, sistem pembayaran seperti, e-money menunjukkan 

implementasi maqashid syariah. Misalnya, dalam pengelolaan uang elektronik, platform harus 

mematuhi fatwa DSN-MUI dan menerapkan akad yang sesuai, seperti qard atau wadiah antara 

penerbit dan pemegang uang elektronik, serta akad ijarah dan sharf saat menjalankan. (Ruslang, 

Ruslang, Muslimin Kara 2020).  

Platform pembayaran digital menggunakan sistem keamanan lengkap seperti PIN dan 

fingerprint untuk melindungi dana pengguna. Ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, hifz 

al-mal yang menekankan perlindungan harta benda dari pelanggaran hukum dan 

penyalahgunaan. Aspek hifz al-‘aql, yaitu menjaga akal dan intelektual masyarakat dari 

penipuan dan penyalahgunaan, didukung oleh penerapan transparansi dan perlindungan data 

dalam sistem pembayaran digital. Selain itu, untuk menjaga hifz al-din, masyarakat harus 

dididik dan dipahami tentang prinsip syariah saat menggunakan sistem pembayaran digital 

(Widjaja 2024). 

Platform harus menjelaskan mekanisme dan biaya agar pengguna dapat memahami 

transaksi mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran syariah. Nilai-nilai syariah 

seperti kejujuran juga diterapkan melalui sistem yang jujur dan terbuka, serta perlindungan hak 

dan harta pengguna. Salah satu contohnya adalah sistem keamanan yang melindungi uang 

elektronik dari aktivitas kriminal dan memastikan bahwa transaksi dihalalkan sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI (Muttaqin and Khasanah 2023). Pedoman dan fatwa DSN-MUI untuk 
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keadilan, transparansi, dan larangan riba harus diterapkan pada platform e-commerce berbasis 

syari'ah. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam peraturan dan operasi platform menjamin 

bahwa transaksi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga mendukung 

kesejahteraan masyarakat umum (Syafiq Sugeng Riyadi, Muhajir 2025). 

Secara keseluruhan, penerapan prinsip maqashid syariah dalam pembayaran digital tidak 

hanya mengutamakan keamanan dan keadilan tetapi juga menjaga hak dan keuntungan 

masyarakat luas, sehingga memastikan sistem keuangan syariah tetap stabil dan makmur. 

 

Implementasi Pada Paltform E-Commerce Berbasis Syari’ah 

Dalam platform e-commerce berbasis syariah, prinsip Maqasid Syariah diterapkan melalui 

berbagai kebijakan dan fitur yang menekankan etika, transparansi, keadilan, dan tanggung 

jawab sosial. Platform e-commerce ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang 

jelas dan akurat tentang produk, termasuk spesifikasi, harga, dan kondisi, serta mencegah 

penjualan produk yang dilarang oleh hukum Islam. Selain itu, transaksi dilakukan harus adil 

dengan harga yang wajar, pembayaran yang transparan, dan tidak ada praktik yang 

bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai 

maqashid, penjual harus menyajikan spesifikasi barang secara lengkap dan jujur, termasuk 

menyebutkan cacat atau kekurangan barang jika ada (Salvia and Malahayatie 2023). 

Penggunaan fintech syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan sistem pembayaran 

berbasis hasil, dapat membantu transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan memperluas 

penggunaan ekonomi syariah dalam e-commerce (Yuliandanil et al. 2024). Semua transaksi 

online yang dilakukan melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada 

harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah menurut hukum syariah. Fatwa MUI 

menyatakan bahwa jual beli melalui platform online diizinkan jika sesuai dengan prinsip-

prinsip jual beli Islam, seperti proses akad, penampakan barang, dan prosedur ijab qabul secara 

online (Latifah and Wahidah, Evita Yuliatul 2024). 

Selain itu, kebijakan syariah juga digunakan untuk menjamin keadilan dan kejujuran 

dengan memberikan transparansi dalam proses transaksi dan biaya yang jelas, sehingga 

pengguna dapat memahami mekanisme transaksi mereka. Platform syariah lebih menekankan 

keadilan, kejujuran, penyajian informasi yang jujur, penghindaran penjualan produk non-halal. 

dan perlindungan hak pengguna sesuai maqashid syariah dibandingkan dengan platform 

konvensional. Namun, platform konvensional mungkin tidak selalu memenuhi syarat-syarat 

perjanjian yang sesuai atau sistem amanan yang berbasis syariah, sehingga tidak secara 

langsung memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan yang diatur dalam maqashid 

syariah (Rofiullah et al. 2025). 

Oleh karena itu, implementasi maqashid syariah dalam platform e-commerce berbasis 

syariah, sudah cukup jelas dan sangat berbeda dari platform e-commerce konvensional yang 

lebih berfokus pada keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa platform syariah 

berkomitmen untuk memastikan bahwa bisnis yang didasarkan pada prinsip dan etika syariah 

tetap beroperasi. 

 

Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Syariah 

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan prinsip syariah di bidang ekonomi digital 

adalah rendahnya literasi dikalangan masyarakat Muslim Indonesia sehingga sulit untuk 

membedakan layanan digital yang sesuai syariah dengan yang konvensional. Pengembangan 

sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi syariah digital juga 

dihambat oleh kurangnya pelatihan dan instruksi tentang prinsip syariah dan teknologi digital 

Beberapa sistem keuangan digital saat ini masih belum sesuai dengan hukum Islam mengenai 

hak, kewajiban, kontrak, dan transparansi, yang dapat menyebabkan penyimpangan seperti 

riba, gharar, dan maysir. Selain itu, kekuatan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang 
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ketat diperlukan karena ada kemungkinan pelanggaran hukum syariah karena teknologi 

canggih (Salsabila et al. 2025).  

Tantangan pada fintech syariah yaitu, perlu diwaspadai potensi pelanggaran data pribadi 

dalam transaksi elektronik seperti penyalahgunaan data dan pencurian data. Penggunaan sistem 

bank konvensional dan teknologi yang tidak memenuhi persyaratan syariah juga menjadi 

kendala dalam penerapan prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, diperlukan kerangka 

kerja dan penegakan hukum yang kuat karena, transformasi digital menimbulkan risiko 

pelanggaran hukum syariah dan ancaman keamanan data. 

Disisi lain, terdapat peluang yang didukung oleh kebijakan pemerintah, seperti Peraturan 

Bank Indonesia dan POJK, minat publik terhadap produk halal, dan kepercayaan terhadap 

inovasi digital syariah. Dengan digitalisasi, pasar dapat diperluas dan layanan berbasis prinsip 

syariah seperti salam, ijarah, mudharabah, dan penjualan tunai dapat ditingkatkan. Agar 

implementasi prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, aman, dan kompetitif di seluruh 

dunia, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi, dan pengembangan sumber daya 

manusia yang berkualitas (Puteri, Syarifah, and Arlina 2025). 

Peluang besar juga didukung oleh beberapa faktor, seperti upaya pemerintah untuk 

membuat peraturan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan meningkatnya minat 

publik terhadap produk keuangan dan halal. Pertumbuhan fintech syariah juga membuka 

peluang untuk memperluas layanan keuangan syariah secara digital dan meningkatkan literasi 

masyarakat tentang keuangan. 

Untuk menjaga prinsip syariah dan mengurangi risiko, diperlukan pengawasan yang ketat 

untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Inovasi juga diperlukan untuk 

mengembangkan platform digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan kompetitif di 

era modern. Upaya strategis tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa digitalisasi 

ekonomi syariah berjalan sesuai prinsip maqashid syariah dan mampu berkembang secara 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

SIMPULAN  

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dalam sistem pembayaran 

digital pada platform e-commerce di Indonesia tidak hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi 

kebutuhan penting untuk memastikan terciptanya transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan 

nilai-nilai syariah. Berdasarkan temuan penelitian, perkembangan pesat teknologi pembayaran 

digital melalui e-wallet, mobile banking, QRIS, dan fintech lainnya telah memberikan efisiensi 

dan kemudahan bagi masyarakat, namun tetap menghadirkan tantangan terkait keamanan, 

transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Implementasi maqashid syariah tercermin dalam upaya perlindungan harta (hifz al-mal) 

melalui sistem keamanan berlapis, perlindungan akal (hifz al-‘aql) melalui edukasi dan 

transparansi informasi transaksi, serta perlindungan agama (hifz al-din) melalui mekanisme 

akad dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, penerapan ini belum 

sepenuhnya optimal pada seluruh platform, terutama karena masih rendahnya literasi syariah 

masyarakat, risiko pelanggaran data, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap 

perkembangan teknologi. 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dapat 

memperkuat ekosistem pembayaran digital yang lebih etis, berkelanjutan, dan terpercaya, baik 

bagi pengguna umum maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, 

peningkatan literasi syariah, serta inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam 

untuk memastikan keberlanjutan dan kemaslahatan dalam transaksi digital pada era modern. 
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